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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan pemaparan serta
deskripsi atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama PKL dengan
tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan
melaksanakan PKL selama 2 (dua) bulan di KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu yang berlokasi di Jl. Mangga Besar No. 52 Jakarta Barat. Selama
melaksanakan PKL, Praktikan ditempatkan di 3 (tiga) seksi yang berbeda, yaitu
di Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 1V, dan di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 1.

Tugas yang dilakukan oleh praktikan pun beragam, baik yang
berhubungan langsung dengan Wajib Pajak maupun yang tidak. Di Seksi
Pelayanan, praktikan lebih banyak bertugas untuk mengklasifikasikan Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan jenis dan tahun pajaknya, serta
menyiapkan Rumah Berkas Kerja bagi Wajib Pajak baru. Di Seksi Waskon 1V,
praktikan diberikan tugas untuk melakukan Penggalian Potensi Wajib Pajak
melalui aplikasi Approweb.

Selain tugas tersebut, praktikan juga mendapatkan tugas untuk membuat
Surat Himbauan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak segera memenuhi
kewajiban pembayaran pajaknya. Sedangkan di Seksi Waskon I, praktikan
diberikan tugas untuk memproses Pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib
Pajak, mulai dari melakukan backup pemindahbukuan sampai dengan melakukan
verifikasi. Selain itu praktikan juga membuat dokumen penelitian terkait Surat
Keterangan Bebas (SKB) yang diajukan oleh Wajib Pajak. Selama melaksanakan
PKL, praktikan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang akan berguna
untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, terutama dalam bidang
perpajakan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PKL

Pada masa modern seperti saat ini, dimana arus globalisasi telah
sedemikian luas dampaknya, semakin menuntut Bangsa Indonesia untuk terus
bergerak maju. Bangsa Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan bangsa-
bangsa lain dalam segala bidang jika tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal.
Hal ini membuat Bangsa Indonesia mulai menciptakan strategi-strategi yang
direncanakan akan mampu mendongkrak kualitas bangsa. Unsur penting dalam
membangun daya saing adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia yang
dimilikinya. Sumber daya manusia dikatakan penting karena mereka merupakan
pelaku utama dalam sebuah negara. Sehingga, upaya untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi aspek yang harus
diperhatikan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya penuh dalam hal peningkatan kualitas
SDM. Hal ini terlihat bahwa pemerintah mulai merencanakan program wajib
belajar 12 tahun sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).! Selain itu, Pemerintah
Indonesia juga mendorong Ilulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi, yaitu dengan menyediakan beragam beasiswa baik

beasiswa penuh maupun sebagian. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

' Kemdikbud.go.id



Indonesia, khususnya kalangan pemuda memiliki keterampilan dan ilmu
pengetahuan yang mumpuni. Peningkatan ilmu pengetahuan pun tidak cukup
hanya sekedar teori yang diperoleh di bangku kuliah. Mahasiswa perlu memiliki
keseimbangan antara teori dengan praktik di bidang terkait. Terlebih lagi, saat ini
telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana bangsa
Indonesia juga dituntut untuk mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai lembaga penyelenggara
pendidikan di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi berusaha untuk menyediakan sarana dan prasana yang terbaik demi
mewujudkan peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia. Dalam hal ini,
jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi (FE) UNJ memiliki kebijakan pembelajaran
dengan mewajibkan mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja lapangan (PKL)
yang dimaksudkan untuk memperkenalkan mahasiswanya dengan keadaan di
dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik Kerja Lapangan di Jurusan Akuntansi
memiliki bobot mata kuliah sebanyak 2 (dua) SKS. Kegiatan ini diwajibkan bagi
setiap mahasiswa karena lulusan Perguruan Tinggi maupun Universitas
diharapkan saat lulus telah siap pakai dan memiliki daya saing yang unggul,
sehingga penting bagi lulusan untuk memiliki bekal keterampilan yang tidak
hanya sekedar teori, namun juga memiliki pengalaman dalam praktik di bidang
studi terkait.

Salah satu institusi yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan PKL

bagi mahasiswa Akuntansi yakni di Kantor Perpajakan, karena dianggap sesuai



dengan bidang akuntansi. Pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun
2007 Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
begitu, penting bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia secara praktiknya,
disamping ilmu teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Pada dasarnya,
kantor pelayanan pajak bukan merupakan tempat dimana Wajib Pajak (WP)
dapat menyetorkan pajaknya. Kantor pelayanan pajak merupakan tempat dimana
WP melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah membuat kebijakan baru terkait
dengan perpajakan, yaitu adanya program Tax Amnesty (Amnesti Pajak).
Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada Wajib Pajak, baik WP orang pribadi, badan, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) maupun orang pribadi atau badan yang belum
menjadi WP. Perkembangan program ini menarik untuk diikuti lebih lanjut,
mengingat bahwa target pemerintah dalam program Amnesti Pajak ini cukup

besar, mencapai Rp 165 Triliun.?

2 Pajak.go.id



B. MAKSUD DAN TUJUAN PKL

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maksud dan tujuan yang

ingin dicapai dengan dilaksanakannya PKL, yaitu:

a.

Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang Akuntansi dan
Perpajakan, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir.

Mengetahui lebih mendalam mengenai program-program serta kebijakan-
kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan.

Menemukan data yang berguna dalam penulisan laporan Praktik Kerja
Lapangan (PKL).

Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi — UNJ
dengan instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

C. KEGUNAAN PKL

Manfaat dilakukannya PKL oleh mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi

UNJ, terbagi atas 3 (tiga) aspek, diantaranya:

1.

a.

Bagi Instansi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

Menjalin hubungan baik antara pihak Dirjen Pajak dengan pihak Fakultas
Ekonomi — UNJ.

Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat

antara pihak Dirjen Pajak dengan pihak Fakultas Ekonomi — UNJ.



2. Bagi Mahasiswa, yaitu:

a. Melatih kemampuan sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama
belajar di Fakultas Ekonomi — UNJ.

b. Mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi dalam dinamika dunia kerja.

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah serta mencoba
menemukan hal yang baru yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal.

3. Bagi Fakultas Ekonomi — UNJ, yaitu:

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum, utamanya
dalam mata kuliah Perpajakan sesuai dengan yang dibutuhkan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, pihak Fakultas Ekonomi — UNJ dapat
menyesuaikan perencanaan kurikulum, serta mewujudkan konsep link and match

demi melakukan peningkatan kualitas layanan kepada stakeholders.

. TEMPAT PKL

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Jakarta Tamansari Satu. Instansi ini dipilih karena dianggap relevan dengan
bidang studi yang dipelajari, yaitu akuntansi, yang juga mencakup bidang
perpajakan. Praktikan tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai
sistem pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, berkaitan
dengan program baru pemerintah yaitu amnesti pajak yang mulai diberlakukan
saat praktikan mulai melaksanakan PKL, praktikan tertarik untuk mengetahui

perkembangan kebijakan amnesti pajak lebih lanjut. Selain faktor tersebut diatas,



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu juga memiliki lokasi
yang cukup dekat dengan tempat tinggal praktikan, sehingga waktu yang
dibutuhkan untuk sampai di tempat PKL tidak terlalu lama.

Berikut merupakan informasi mengenai perusahaan, diantaranya:

Nama : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu
Alamat :JI. Mangga Besar Raya No. 52 Jakarta Barat 11150

Telepon :(021) 6294547; (021) 6397235

Faksimile : (021) 6294548

Website : www.pajak.go.id

Selama melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di 3 (tiga) seksi,
diantaranya Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV,

dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I.

. JADWAL WAKTU PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli 2016
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 yang bertempat di KPP Pratama Jakarta
Tamansari Satu.

Tahap pelaksanaan PKL terbagi atas tiga tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan terlebih dahulu melakukan

survey ke KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu untuk bertanya mengenai

ketersediaan tempat PKL bagi mahasiswa. Selanjutnya, setelah mendapat


http://www.pajak.go.id

konfirmasi bahwa di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu masih menerima
mahasiswa PKL, maka praktikan mengajukan surat permohonan PKL ke Biro
Adminisrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah surat selesai
dibuat, praktikan mengantarkan surat tersebut ke KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu. Pihak Bagian Umum selanjutnya menyetujui praktikan melaksanakan PKL.
Namun praktikan juga harus meminta persetujuan dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat yang berlokasi di Kantor
Pusat Dirjen Pajak. Setelah Kanwil DJP Jakarta Barat menyetujui, praktikan
mendapatkan izin untuk melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu mulai 11 Juli 2016.
2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016. Praktik
Kerja Lapangan dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai Kamis
mulai pukul 07.30 sampai 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai
13.00. Sedangkan pada hari Jumat, dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00
dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 13.00.
3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah
PKL, serta memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL mulai disusun ketika

praktikan melaksanakan PKL sampai dengan bulan Desember 2016.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA
LAPANGAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang
berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat
Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan
maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.
Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak, Kantor Pajak dibagi atas
3 jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka), yang
selanjutnya dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Struktur yang berbasis
fungsi yang diterapkan kepada KPP dengan sistem administrasi yang modern untuk
dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan
terhadap wajib pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko unit vertikal
Direktorat Jenderal Pajak dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP
Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Dengan pembagian seperti ini,
diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak pun dapat disesuaikan
dengan karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat
lebih optimal.

Pada tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanawil) dan 2 (dua) Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada bulan Juli Tahun 2002 untuk

8



mengadministrasikan 300 Wajib Pajak terbesar di seluruh Indonesia sebagai Pilot
Project. Oleh karena program modernisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak (KPPWP) besar dianggap cukup berhasil, maka konsep yang
kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada KPP lain secara bertahap, dimana
sampai akhir Tahun 2007, terdapat 22 Kanawil dan 202 KPP (3 KPP WP besar, 28
KPP Madya, dan 171 KPP Pratama) telah berhasil dimodernisasi. Pada akhir Tahun
2006, struktur organisasi KPP Direktorat Jenderal Pajak disempurnakan bersamaan
dengan penerapan administrasi modern.

Pada Tahun 2008, seluruh kantor diluar Jawa dan Bali akan dimodernisasikan
dengan dibantuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh Kantor Pajak
yang ada di daerah tersebut. Perbedaan utama antara KPP Pratama dengan KPP
Wajib Pajak Besar maupun Madya antara lain dengan adanya seksi Ekstensifikasi
pada KPP Pratama, sehingga dapat dikatakan pula KPP Pratama merupakan ujung
tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk manambah rasio perpajakan di
Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. KPP Pratama akan
melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu KPP Pratama juga
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. Struktur organisasi KPP

Pratama berdasarkan Fungsi Pajak bukan jenis pajak.
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Pada KPP Pratama terdapat Account Representative (AR) yang memiliki tugas
antara lain memantau keadaan Wajib Pajak dan penghubung wajib pajak untuk
berkonsultasi. Keberadaan AR di setiap KPP Pratama merupakan bentuk
peningkatan pelayanan wajib pajak. Dengan adanya perubahan struktur organisasi
baru, maka wajib pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan
terjalin saling keterbukaan.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program reformasi birokrasi
perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 yang
ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dengan Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar. Terbentuknya KPP Pratama ini secara otomatis Kantor
Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan (Karipka) tidak ada lagi. Langkah ini diambil sebagai bagian dan usaha
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang
lebih baik dan personal dalam pelaksanaan good governance.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu merupakan
Kantor Pelayanan Pajak yang beralamat di JI. Mangga Besar Raya No. 52 Jakarta
Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu awalnya
bernama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tamansari Satu. Setelah
dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-443/KMK.01/2001
pada tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana Kantor Pelayanan Pajak

Jakarta Tamansari Satu dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajak
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(KPP) Jakarta Tamansari Satu dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta
Tamansari Dua, yang mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 519/KMK.01/2003 dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 473/KMK.01/2004 tanggal 31 Desember 2004.

Perubahan nama dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tamansari
Satu menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern, yaitu Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 pada tanggal 31 Mei 2007 dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ./2007
pada tanggal 11 Juni 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, saat mulai
beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Pusat.

Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu
digunakan sejak 11 Juni 2007 dan menjadi sebuah kantor pelayanan pajak yang
menerapkan sistem administrasi modern.

VISI
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan
manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

MISI
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Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan
yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan
belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Misi KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu terbagi menjadi beberapa bagian,
diantaranya:
1. Menurut pandangan Fiskal
Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang
perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Menurut pandangan Ekonomi
Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan
ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan
distorsi.
3. Menurut pandangan Politik
Mendukung proses demokratisasi bangsa.
4. Menuju pandangan Kelembagaan
Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan

teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
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LOGO

Gambar I1.1 Logo KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.’
Padi sepanjang 17 butir, kapas sepanjang 8 butir terdiri dari empat buah
berlengkung empat dan empat buah berlengkung 5, sayap, dan gada. Seluruh
unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima.
Susunannya yaitu:
1. Dasar segi lima bewarna biru kehitam-hitaman.
2. Padi kuning emas.
3. Kapas putih dengan kelopak hijau.
4. Sayap kuning emas
5. Gada kuning emas.
6. Bokor kuning emas.
7. Pita putih.

8. Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman.

Skpppratamabojonegoro.blogspot.co.id
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Makna :

1. Padi dan Kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi
kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sayap melembangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, dan
mengamankan keuangan negara.

3. Ruang segi lima melambangkan dasar NegaraPancasila.

Arti Keseluruhan

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang

mempersatukan dan menyerasikan dalam gerakan kerja, untuk melaksanakan

tugas Kementrian Keuangan.

. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu mempunyai
wilayah kerja yang meliputi 4 (empat) kelurahan yang berada di Kecamatan
Tamansari, antara lain:

1. Kelurahan Mangga Besar (51,10 Ha)

2. Kelurahan Tangki (34,47 Ha)

3. Kelurahan Maphar (58,99 Ha)

4. Kelurahan Tamansari (67,72 Ha)
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C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Tamansari Satu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-
443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Tamansari Satu menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang
memiliki karakteristik-karakteristik organisasi berdasarkan fungsi, sistem
informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor
yang memadai, serta tata kerja yang transparan. Hal ini juga sesuai bahwa prinsip
penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa yaitu dengan tidak menghilangkan
tugas dan fungsi yang sebelumnya ada pada masing-masing kantor tersebut,
melainkan membagi habis seluruh tugas yang ada kepada masing-masing seksi
pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu memiliki struktur organisasi yang menggambarkan suatu kerangka yang
membedakan kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing
bidang. Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu dikepalai oleh
Kepala Kantor. Gambaran struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari

Satu terdapat pada Lampiran 2.
Secara umum, tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dan seksi yang

ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu?, yaitu:

4Service Excellence, Profil KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
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1. Kepala Kantor
Kepala kantor memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Umum bertugas untuk membantu dan menunjang
kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi
pelayanan kesekretariatan terutama dalam pengaturan kegiatan tata usaha dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan.
a. Bagian Tata Usaha dan kepegawaian
Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha
dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan
dan pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata usaha
kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran
tugas KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.
b. Bagian Keuangan
Tugasnya adalah merencanakan kebutuhan dana dan melakukan urusan
pendanaan di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.
c. Bagian Rumah Tangga
Tugasnya adalah melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan

perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu
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dari segi material agar dapat menunjang kelancaran jalannya pekerjaan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu.
3. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas
perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP,
serta melakukan kerjasama perpajakan. Kepala Seksi Pelayanan membawahi
koordinator pelaksana yang tugasnya adalah:

a. Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), surat
wajib pajak lainnya, melakukan penatausahaan pendaftaran, dan
pencabutan identitas wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Melakukan penelitian SPT, dan penyelesaian permohonan penundaan
penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dan kearsipan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kasi PDI bertugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta
penyiapan laporan kinerja. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya adalah:
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a. Menerima dan memanfaatkan data intern (dari seksi terkait di KPP Pratama
Jakarta Tamansari Satu) dan data ekstern (di luar KPP Pratama Jakarta
Tamansari Satu seperti Asosiasi, Notaris dan PPAT, dan pihak ketiga
lainnya).

b. Mengidentifikasi data intern dan data ekstern untuk dikategorikan menjadi
data dikenal dan data tidak dikenal.

C. Mengirimkan data dikenal ke seksi yang terkait dan KPP di luar KPP Pratama
Jakarta Tamansari Satu.

d. Mengirimkan data tidak dikenal ke KPP di luar KPP Pratama Jakarta
Tamansari, bila alamat pada data tersebut bukan merupakan wilayah kerja
KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.

€. Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP) KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.

f. Mengirimkan back up data harian KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.

g. Membuat himbauan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) kepada wajib pajak, baik orang
pribadi maupun badan.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri atas 4 (empat) seksi, yaitu Waskon

I, Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV yang masing-masing memiliki

Kepala Seksi. Kepala seksi di tiap Seksi Waskon ini bertugas membantu

tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan
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kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, BPHTB, dn Pajak Lainnya).
Selain itu, Kasi juga bertugas melakukan bimbingan/himbauan kepada wajib
pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,
analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Lebih rincinya, perbedaan antara masing-masing Waskon terletak pada
tugas Account Representative nya. Waskon I bertugas memberikan konsultasi
dan bimbingan kepada WP, menyelesaikan permohonan WP seperti
permohonan pemindahbukuan, Surat Keterangan Bebas PPh, Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak dan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
Sedangkan Waskon II, III, dan IV bertugas melakukan penggalian potensi
WP, menghimbau WP dan membuat profil WP dalam rangka intensifikasi
perpajakan. Pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu, masing-masing
Waskon membagi tugas berdasarkan wilayah.

. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kasi Ekstensifikasi bertugas melakukan kegiatan ekstensifikasi seperti
menambah jumlah WP yang terdaftar atau menambah jumlah objek pajak,
serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan lainnya.

. Kepala Seksi Pemeriksaan

Kasi Pemeriksaan bertugas untuk membantu Kepala Kantor dalam

mengkoordinasikan  pelaksanaan  penyusunan rencana  pemeriksaan,
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pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat

perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya. Seksi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Pemantauan dan penatausahaan SPT Masa PPN dan PPnBM.

b. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPnBM, dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya.

C. Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak
dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya.

d. Mengkonfirmasikan faktur pajak.

e. Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya atas pengusaha kena pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak
memasukkan SPT Masa.

. Kepala Seksi Penagihan

Kasi Penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen
penagihan. Seksi Penagihan terdiri dari:

a. Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha Piutang Pajak yang mempunyai
tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan

penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
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b. Koordinator Pelaksanaan Penagihan Aktif yang mempunyai tugas
membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan,
sita, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan

Pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung

kepada Kepala Kantor KPP Pratama. Dalam tugasnya, Pejabat Fungsional

Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan, sedangkan Pejabat

Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi

Perpajakan.

10. Account Representative

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan Account Representative (Staf

Pendukung Pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas dari AR yaitu melakukan

penyusunan profil wajib pajak, membberikan informasi perpajakan, analisis

kinerja Wajib Pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak, dan sebagainya. Berdasarkan PMK No.55/PMK.01/2007 mengenai

Tata Kerja dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, rata-rata standar

untuk setiap KPP Pratama memiliki 20 Account Representative dan dapat

ditambah targantung dari jumlah besarnya Wajib Pajak yang ada dan lingkup
kerja yang terdapat di KPP tersebut.

D. KEGIATAN UMUM INSTANSI
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Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Satu secara
umum yaitu KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung
Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. BIDANG KERJA
Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu mulai 11
Juli 2016 sampai 31 Agustus 2016. Selama melaksanakan PKL, praktikan
ditempatkan dalam tiga seksi, diantaranya:
1. Seksi Pelayanan
Praktikan melaksanakan PKL di seksi pelayanan terhitung satu minggu,
yakni sejak 11 Juli 2016 sampai dengan 15 Juli 2016 dengan Bapak Suroto
sebagai pembimbing. Selama di seksi pelayanan, praktikan mendapat tugas
diantaranya:
a. Mengklasifikasikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima
dari Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak dan tahun pajaknya.
b. Menyiapkan Rumah Berkas Kerja bagi Wajib Pajak Badan yang baru
terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV
Pada minggu berikutnya, yaitu tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli
2016, praktikan ditempatkan di Seksi Waskon IV dengan Bapak Sugeng
Priyadi sebagai Pembimbing, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi
(Kasi) Waskon IV. Selama di seksi Waskon IV, praktikan diberikan tugas

diantaranya:
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Melakukan input data berupa surat himbauan yang berkaitan dengan
penggalian potensi Wajib Pajak.
Membuat Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan

pembayaran PPh maupun PPN.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I

Pada 25 Juli 2016, praktikan kembali dipindahkan di seksi Waskon I dengan

Ibu Leli Rani sebagai pembimbing. Praktikan melaksanakan PKL di seksi

Waskon I sampai dengan 31 Agustus 2016. Tugas yang diterima oleh

praktikan selama PKL di Waskon I diantaranya:

a.

b.

Melakukan backup pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Mencetak dokumen Risalah Pemindahbukuan.

Melakukan konfirmasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terkait dengan
penerimaan uang oleh negara.

Menginput Manajemen Kasus (Case Management) pada aplikasi DJP.
Melakukan verifikasi pada Manajemen Kasus (Case Management) ketika
Pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak telah disetujui oleh
Kepala Kantor serta telah di approve pada sistem.

Membuat ID Billing bagi WP yang akan melakukan pembayaran pajak,
baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), maupun pembayaran

uang tebusan atas Amnesti Pajak.
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g. Membuat dokumen penelitian bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat

Keterangan Bebas (SKB).

h. Mengarsipkan surat masuk.

B. PELAKSANAAN KERJA

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan ditempatkan di

tiga seksi, yaitu seksi Pelayanan, seksi Waskon IV, dan seksi Waskon 1. Secara

rinci, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan di setiap seksi nya diantaranya:

1. Seksi Pelayanan

a. Mengklasifikasikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang diterima dari

Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak dan tahun pajaknya (lampiran 10).

Tata caranya yaitu:

1.

Prosesnya diawali dengan perekaman penerimaan SPT oleh
petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan mencetak
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti
Penerimaan Surat (BPS) serta register harian.

Selanjutnya, SPT Tahunan maupun e-SPT Tahunan yang telah
diberi LPAD diteruskan kepada bagian seksi Pengolahan Data dan
Informasi (PDI).

Seksi PDI merekam SPT/e-SPT Tahunan ke dalam basis

perpajakan, yaitu melalui SIDJP.
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4. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah direkam, lalu
diteruskan kepada seksi pelayanan untuk selanjutnya diproses
sesuai peosedur Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.

5. Selanjutnya, seksi Pelayanan mengklasifikasikan SPT tersebut
sesuai dengan jenis pajaknya baik PPh maupun PPN, serta sesuai
dengan tahun pajaknya ke dalam file khusus. Dimana nantinya, file
khusus ini akan mudah dicari dan digunakan ketika ada
pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Menyiapkan Rumah Berkas Kerja bagi Wajib Pajak Badan yang baru
terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu. Tata caranya yaitu:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembuatan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang diproses melalui Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT).

2. Selanjutnya, Wajib Pajak yang telah mendapat NPWP
menyerahkan berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai Induk Berkas kepada KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu.

3. Seksi Pelayanan menyiapkan Rumah Berkas Kerja Baru. Induk
berkas tersebut selanjutnya disimpan dalam satu ruangan khusus
yang menampung dokumen-dokumen seluruh Wajib Pajak yang
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu yang diurutkan

sesuai dengan NPWP nya.
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2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV

Secara rinci, pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan di Seksi Waskon IV,

yaitu diantaranya:

a. Melakukan input data berupa surat himbauan yang berkaitan dengan

penggalian potensi Wajib Pajak (lampiran 11). Dilakukan dengan cara:

1.

Praktikan menerima data berupa Surat Himbauan kepada Wajib
Pajak terkait SPT Tahunan yang belum dilaporkan oleh Wajib
Pajak.

Selanjutnya Praktikan merekam Surat Himbauan tersebut dalam
Sistem yaitu melalui aplikasi Approweb.

Aplikasi Approweb ini hanya dapat diakses oleh para pegawai
Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, Praktikan masuk dalam
sistem Approweb menggunakan username serta password milik
Account Representative di Waskon IV.

Proses perekamannya diawali dengan mencari profil Wajib Pajak
dengan meng-klik menu Profil Wajib Pajak.

Selanjutnya, pilih submenu Aktivitas AR.

Klik Penggalian Potensi, lalu klik Analisis Data.

Klik Normal

Isi tahun pajak dengan tahun pajak sesuai dengan yang tertera pada

Surat Himbauan.
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9. Isi Uraian singkat dengan Himbauan Pelaporan dan Pembetulan
SPT.

10. Selanjutnya, upload Surat Himbauan ke dalam sistem dengan
meng-klik Browse.

11. Klik Isi Potensi dengan jenis data nya “Analisis SPT Lainnya” dan
isi jenis pajak sesuai tahun pajak yang tertera pada Surat
Himbauan.

12. Klik SIMPAN.

b. Membuat Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan
pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan baik PPh maupun PPN
(lampiran 12). Tata caranya yaitu:

1. Praktikan menerima daftar Wajib Pajak yang akan diberikan Surat
Himbauan Pajak.

2. Praktikan masuk ke dalam SIDJP untuk mengambil data Wajib
Pajak terkait dengan nama serta alamat Wajib Pajak.

3. Praktikan membuat Surat Himbauan sesuai dengan format surat
yang telah disediakan.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I

a. Melakukan backup pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak
(lampiran 13). Tata caranya yaitu:

1. Kegiatan diawali dengan Wajib Pajak mengajukan permohonan

pemindahbukuan dengan membawa sejumlah dokumen yang
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diperlukan seperti Surat Permohonan Pemindahbukuan, bukti
pembayaran pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang diproses
melalui TPT yang telah disertai dengan LPAD.

2. Selanjutnya, pihak Waskon I menerima surat masuk berisi
permohonan pemindahbukuan.

3. Surat masuk direkam dalam sistem administrasi surat Waskon I,
selanjutnya di disposisikan kepada masing-masing Account
Representative.

4. Dokumen-dokumen pemindahbukuan di backup dengan cara di
input ke dalam Microsoft Excel yang sudah di link ke Microsoft
Word.

b. Menerbitkan Risalah Pemindahbukuan (lampiran 14), dengan cara:

1. Data yang telah diinput ke dalam Microsoft Excel selanjutnya di
link dengan menu “Mailings” pada Ms. Word yang telah di format
sesuai surat Risalah Pembukuan.

2. Buka Microsoft Word.

3. Klik Mailings.

4. Masukkan nomor urut Wajib Pajak sesuai nomor urut yang ada
pada Microsoft Excel.

5. Cek datanya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada
dokumen-dokumen Wajib Pajak.

6. Lalu print Risalah Pemindahbukuan.



30

c. Melakukan konfirmasi NTPN pada SIDJP terkait dengan penerimaan uang

oleh negara (lampiran 15).

Salah satu syarat dikabulkannya permohonan pemindahbukuan oleh

Wajib Pajak yaitu bahwa Wajib Pajak benar-benar telah menyetorkan

uang ke kas negara. Tata cara konfirmasi NTPN yaitu:

1.

2.

Buka web SIDJP.

Pilih menu Aplikasi Konfirmasi

Klik Modul Penerimaan Negara (MPN)

Klik Konfirmasi NTPN

Masukkan kode NTPN pada bukti pembayaran yang dilampirkan
oleh Wajib Pajak

Print Preview lalu Print. Nomor Transaksi Penerimaan Negara
yang telah di print disatukan dengan dokumen-dokumen

pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

d. Menginput Manajemen Kasus (Case Management) pada aplikasi DJP

(lampiran 16). Langkah-langkahnya yaitu:

1.

Dokumen-dokumen permohonan pemindahbukuan beserta NTPN
yang telah di print dan Risalah Pemindahbukuan yang telah diteliti
oleh Account Representative di input ke dalam sistem Manajemen

Kasus.
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2. Buka  aplikasi  Avant  Browser. = Masukkan  alamat
http://sidjp:7777/SIDJP/sipt web.main. Lalu login ke dalam
Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak (SIDJP).

3. Pilih Aplikasi Administrasi

4. Pilih menu SIDJP — AR Pelayanan dan Konsultasi

5. Pilih menu Pemindahbukuan (PBK)

6. Klik dua kali pada menu Input PBK, lalu akan muncul form untuk
pengisian PBK.

7. Isi sesuai kolom perintah.

8. Setelah selesai klik simpan.

9. Klik Kirim Ke Manajemen Kasus

10. Klik OK.

Melakukan verifikasi pada Manajemen Kasus (Case Management) ketika

Pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak telah disetujui oleh

Kepala Seksi Waskon I dan Kepala Kantor serta telah di approve pada

sistem (lampiran 17). Tata caranya yaitu:

1.

Berkas permohonan Wajib Pajak yang telah diinput dalam
Manajemen Kasus, selanjutnya diberikan kepada Kepala Seksi
Waskon I untuk di tanda tangan dan disetujui melalui sistem.
Setelah itu, berkas tersebut diberikan kepada Kepala KPP Pratama
Jakarta Tamansari Satu untuk di tanda tangani dan disetujui pula

melalui sistem.


http://sidjp:7777/SIDJP/sipt_web.main
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2. Ketika Kepala Seksi Waskon I dan Kepala Kantor telah
menyetujui, selanjutnya perlu dilakukan verifikasi oleh AR pada
sistem.

3. Buka Mozilla Firefox, masukkan alamat
sidjpwf/tcmmodernisasi/Resip Main.aspx

4. Akan muncul daftar pemindahbukuan Wajib Pajak yang telah
diinput dalam sistem Manajemen Kasus.

5. Klik DETAIL, akan tampil data Wajib Pajak secara lebih rinci.

6. Klik Nama Dokumen PEMINDAHBUKUAN dimana statusnya
Belum Disetujui, maka akan tampil bukti pemindahbukuan sesuai
permohonan Wajib Pajak.

7. Klik VERIFIKASI

8. Klik SIMPAN, dan status Pemindahbukuan akan berubah menjadi
Disetujui.

9. Klik SIMPAN sekali lagi.

10. Klik OK.

f. Membuat ID Billing bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran

pajak, baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), maupun

pembayaran uang tebusan atas Amnesti Pajak (lampiran 18).

Sistem perpajakan saat ini yang telah diubah dengan sistem

pembayaran menjadi e-billing dilaksanakan untuk meminimalisir
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kesalahan dan lebih efisien waktu. Terdapat beberapa cara bagi Wajib

Pajak untuk mendapatkan kode billing yang nantinya akan digunakan

untuk membayar pajak di bank. Salah satu caranya yaitu Wajib Pajak

dapat datang ke KPP untuk meminta dibuatkan ID Billing. Langkah-

langkah membuat ID Billing yaitu:

1.

6.

7.

Buka mozilla Firefox, masukkan alamat https:/billing-

djp.intranet.pajak.go.id

Akan muncul formulir Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing
Masukkan data mulai dari NPWP, Jenis Pajak, Jenis Setoran,
Masa Pajak, Tahun Pajak, Jumlah Setor.

Setelah data dipastikan benar, Klik Buat Kode Billing

Kemudian masukkan kode CAPTCHA

Klik SUBMIT

Klik Print Preview, lalu Klik PRINT.

g. Membuat dokumen penelitian bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat

Keterangan Bebas/SKB (lampiran 19).

Beberapa Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diberikan

Surat Keterangan Bebas (SKB) yang disebabkan atas beberapa hal. Salah

satunya yaitu adanya keputusan Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah

No. 46 dimana UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8M

dikenakan pajak sebesar 1%. Sehingga, banyak Wajib Pajak yang

mengajukan SKB dari PPh 23, utamanya mereka yang melakukan usaha


https://billing-djp.intranet.pajak.go.id
https://billing-djp.intranet.pajak.go.id
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jasa seperti sewa menyewa. Mereka berharap dapat mengikuti PP 46 dan
tidak perlu melakukan pemotongan pajak atas PPh Pasal 23.

Pihak AR selanjutnya melakukan penelitian dengan kunjungan
langsung ke domisili Wajib Pajak untuk memastikan kondisi Wajib Pajak.
Setelah pihak AR memutuskan untuk mengabulkan permohonan Wajib
Pajak, Praktikan diberikan tugas untuk membuat Laporan Penelitian SKB
dengan format laporan yang telah ada.

h. Mengarsipkan surat masuk (lampiran 20).

Selain mengerjakan tugas-tugas diatas, praktikan juga diberikan tugas
untuk mengarsipkan setiap surat masuk yang diberikan kepada Waskon I
melalui sistem aplikasi administrasi surat masuk. Tata caranya yaitu:

1. Buka Mozilla Firefox, masukkan alamat

10.5.9.62:81/bukanagregat.index.php/LOGIN/logout

2. Masukkan username dan password Waskon I

3. Klik Tambah untuk surat yang baru masuk

4. Masukkan Tanggal Terima, Nomor Agenda, Tanggal Surat,

Nomor Surat, Nama Pengirim, serta Perihal Surat.

5. Klik SIMPAN

6. Ceklist pada surat yang baru ditambahkan

7. Klik Buat Lembar Disposisi

8. Klik OK
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9. Lalu akan tampil lembar disposisi surat untuk Waskon I, klik
PRINT

10. Lembar disposisi disatukan dengan surat masuk, lalu diberikan
kepada Kepala Seksi Waskon I. Kemudian Kasi Waskon I yang

akan membagikan surat kepada para AR nya.

C. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya, praktikan

menghadapi beberapa kendala, disamping ini merupakan pekerjaan yang baru

bagi

praktikan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan dalam

melaksanakan tugasnya yaitu diantaranya:

1.

Dalam memahami tugas yang diperoleh, seringkali praktikan membutuhkan
waktu dan tidak langsung memahami.

Dalam beberapa kasus atau tugas, seperti proses input Manajemen Kasus
(Case Management), praktikan tidak diperbolehkan untuk berbuat kesalahan
dalam  melakukan  penginputan, karena akan berakibat Bukti
Pemindahbukuan ~ Wajib  Pajak  tidak  dapat  diproses.  Untuk
membenarkannya, maka pihak AR harus mengurus terlebih dahulu ke

Kantor Pusat.

. Jaringan komputer sering bermasalah, sehingga seringkali banyak pekerjaan

yang harus tertumpuk dan tertunda. Padahal, ada sebagian dari pekerjaan

tersebut yang penting dan harus segera diselesaikan. Seperti pada proses
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pemindahbukuan, dimana proses nya memakan waktu yang cukup lama
karena harus disetujui oleh Kasi Waskon I dan Kepala Kantor yang notabene
cukup sibuk. Sehingga, ketika pemrosesan Pemindahbukuan tertunda, maka
bukti pemindahbukuan yang akan diterbitkan oleh Seksi Pelayanan juga
akan tertunda. Hal ini mengakibatkan akan semakin lamanya WP menunggu
hasilnya.
D. CARA MENGATASI KENDALA
Agar tidak terus-menerus terkendala dalam melaksanakan berbagai
pekerjaannya, praktikan berusaha untuk meminimalisir dan mengatasi kendala
yang ada agar tetap dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. beberapa
tindakan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya:

1. Ketika pembimbing menjelaskan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan,
praktikan harus mendengarkannya, bahkan jika diperlukan mencatat tata
caranya sehingga ketika lupa tidak perlu untuk bertanya kembali.

2. Dalam hal melakukan penginputan Manajemen Kasus (Case Management),
perlu dilakukan pengecekan dua sampai tiga kali sebelum menyimpan
dokumennya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir setiap kesalahan
pengetikan yang mungkin terjadi.

3. Dalam hal jaringan komputer selalu bermasalah, praktikan sesegera mungkin
meminta bantuan kepada karyawan disana untuk memulihkannya. Hal ini
mengingat ada beberapa tugas yang memang penting dan tidak bisa ditunda.

Sehingga, dengan segera dibetulkan, pekerjaan menjadi tidak terhambat.



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan PKL, praktikan memperoleh berbagai ilmu dan pelajaran

yang tidak diperoleh selama perkuliahan, diantaranya:

a)

b)

Di  Seksi Pelayanan, praktikan mengerti bagaimana tata cara
pengorganisasian administrasi dokumen perpajakan milik WP, serta tata cara
dokumentasi WP yang baru terdaftar.

Di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, praktikan mengetahui tata cara

penginputan surat himbauan ke dalam aplikasi approweb sebagai bagian dari

penggalian potensi WP, serta tata cara menghimbau WP untuk segera
memenuhi kewajibannya.

Di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I:

(1) Praktikan memahami prosedur pemrosesan pemindahbukuan yang
diajukan oleh WP sampai dengan Bukti Pemindahbukuan siap untuk
dicetak.

(2) Praktikan mengetahui tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
bagi Wajib Pajak.

(3) Praktikan memahami alur pemrosesan surat masuk dan surat keluar di
Kantor Pelayanan Pajak, terutama di KPP Pratama Jakarta Tamansari

Satu.
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d) Dalam dunia kerja, komunikasi dan kerja sama menjadi suatu hal yang sangat

penting untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

B. SARAN
Berdasarkan PKL yang telah dilaksanakan, saran yang dapat praktikan berikan
yaitu diantaranya:
1. Bagi Mahasiswa:

a. Mahasiswa harus lebih mempersiapkan pelaksanaan PKL dengan
mengenal latar belakang instansi terlebih dahulu sehingga PKL akan
dapat berjalan dengan lancar.

b. Mahasiswa harus lebih menanamkan sikap disiplin dalam bekerja, seperti
disiplin dengan datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan benar dan tepat waktu.

c. Mahasiswa harus lebih memahami ilmu yang sesuai dengan bidang PKL
yang akan dilaksanakan, sehingga ketika ada pertanyaan dari pihak
internal instansi, mahasiswa dapat menjawab dengan baik.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta:

a. Pihak fakultas dapat mengadakan penyuluhan terlebih dahulu kepada

seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan PKL untuk memberikan

gambaran awal mengenai pelaksanaan PKL.
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b. Pihak FE UNJ dapat melakukan ikatan kerja sama dengan instansi atau
perusahaan, sehingga dapat memberikan referensi kepada mahasiswa

dalam mendapatkan tempat PKL.

3. Bagi KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu — Direktorat Jenderal Pajak,
yaitu:

a. Karyawan yang menjadi pembimbing untuk mahasiswa PKL dapat
memberikan keparcayaan penuh kepada mahasiswa dalam melaksanakan
pekerjaan. Dengan begitu, mahasiswa akan menjadi lebih percaya diri
dalam bekerja.

b. Pihak internal instansi dapat melakukan peningkatan jaringan internet,

agar tidak sering terjadi eror ketika sedang digunakan.
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR I1 : 4893918, PR I11 : 4892926, PRIV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan 4892414, Baglaanpegawalan 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor  : 4207/UN39.12/KM/2016 20 Juni 2016
Lamp. T
Hal . Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Bagian Umum
KPP Pratama Tamansari Satu
JI. Mangga Besar Raya No.52
Jakarta

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri -
Jakarta :

Nama : Nurul Sholikatun

Momor Registrasi : 8335132508

Program Studi : Akuntansi

Fakultas . Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 08989991226

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas
mata kuliah pada bulan Juli s.d. Agustus 2016.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Syaifullah
5702161984031001

Tembusan ;
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Akuntansi
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Lampiran 2: Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari

Satu
Kepala Kantor
Sub Bagian Umum
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Waskon
PDI Pelayanan || Ekstensifikasi Pemeriksaan Penagihan [-1v
Account
Representative (AR)
Kelompok Jabatan

Fungsional




Lampiran 3: Surat Keterangan PKL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU
JALAN MANGGA BESAR RAYA NO.52. JAKARTA BARAT KODE POS 11150
TELEPON (021) 6294547, 6397235, FAKSIMILI (021) 6294548; SITUS www.pajak go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 32 /WPJ.05/KP.0301/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Diana Sari

NIP 1 196806181995032002

Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama . Nurul Sholikatun
NIM : 8335132508
Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Jakarta Tamansari
Satu mulai tanggal 11 Juli 2016 s.d. 31 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada
tanggal 3| Agustus 2016

Kepala Subbagian Umum dan
/ ﬂ:eéﬂuw Ianmal,
’”",' 2

7

Kp.: KP.03/KP.0301
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Lampiran 4: Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL dan Log Harian
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Hari/Tanggal Keterangan Pembimbing
Senin, 11 Juli | Berkenalan dengan para pegawai di Sub Muhtadin
2016 Bagian Umum dan di Seksi Pelayanan, serta dan

penjelasan mengenai pekerjaan di seksi Suroto
pelayanan.
Selasa, 12 Juli | Mengklasifikasikan SPT Tahunan PPh 21 Suroto
2016 sesuai wajib pajak
Rabu, 13 Juli | Mengklasifikasikan SPT PPh Pasal 4 ayat 2 Suroto
2016 sesuai urutan wajib pajak
Kamis, 14 Juli | Menyiapkan rumah berkas wajib pajak bagi Suroto
2016 wajib pajak yang baru mendaftar dan
mendapatkan NPWP
Jumat, 15 Juli | Mengklasifikasikan SPT Tahunan PPh 23/26 Suroto
2016 sesuai data wajib pajak
Senin, 18 Juli | Berkenalan dengan para pegawai di seksi | Sugeng Riyadi
2016 pengawasan dan konsultasi IV. Selanjutnya

mengarsipkan surat masuk dan

mendisposisikannya kepada karyawan di

waskon IV.
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Selasa, 19 Juli | Membuat surat himbauan kepada wajib pajak Arfan
2016 untuk segera membayarkan PPh dan PPN Rakhimmawan
Rabu, 20 Juli | Merekam surat himbauan kepada wajib pajak Arfan
2016 melalui aplikasi  Approweb di website | Rakhimmawan
direktorat jenderal pajak.
Kamis, 21 Juli | Merekam surat himbauan kepada wajib pajak Arfan
2016 melalui aplikasi  Approweb di  website | Rakhimmawan
direktorat jenderal pajak.
Jumat, 22 Juli | Merekam surat himbauan kepada wajib pajak Arfan
2016 melalui aplikasi  Approweb di  website | Rakhimmawan
direktorat jenderal pajak.
Senin, 25 Juli | Berkenalan dengan para karyawan di seksi | Yudith Asido
2016 pengawasan dan konsultasi I. Selanjutnya Sinurat
penjelasan mengenai pekerjaan yang akan
dilakukan di Waskon 1, serta mengarsipkan
surat masuk dan mendisposisikannya kepada
karyawan di waskon I.
Selasa, 26 Juli | Membuat backup pemindahbukuan yang Leli Rani
2016 diajukan oleh wajib pajak mengenai

pembayaran pajak baik pajak penghasilan

maupun pajak pertambahan nilai (PPN)
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Rabu, 27 Juli | Membuat backup pemindahbukuan yang Leli Rani
2016 diajukan oleh wajib pajak mengenai

pembayaran pajak baik pajak penghasilan

maupun pajak pertambahan nilai (PPN)
Kamis, 28 Juli | Membuat backup pemindahbukuan yang Leli Rani
2016 diajukan oleh wajib pajak mengenai

pembayaran pajak baik pajak penghasilan

maupun pajak pertambahan nilai (PPN)
Jumat, 29 Juli | Konfirmasi NTPN dan mencetak bukti NTPN Leli Rani
2016 dari website SIDJP dan menyatukannya

dengan dokumen-dokumen pemindahbukuan
Senin, 1 Agustus | Konfirmasi NTPN dan mencetak bukti NTPN Leli Rani
2016 dari website SIDJP dan menyatukannya

dengan dokumen-dokumen pemindahbukuan
Selasa, 2 Agustus | Mencetak Risalah Pemindahbukuan, meminta Leli Rani
2016 tanda tangan Account Representative, dan

Kepala Seksi Waskon 1.
Rabu, 3 Agustus | Mencetak Risalah Pemindahbukuan, meminta Leli Rani

2016

tanda tangan Account Representative, dan

Kepala Seksi Waskon 1
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Kamis, 4 Agustus | Menginput dokumen pemindahbukuan ke Leli Rani
2016 Manajemen Kasus (Case Management)
Jumat, 5 Agustus | Menginput dokumen pemindahbukuan ke Leli Rani
2016 Manajemen Kasus (Case Management)
Senin, 8 Agustus | Menginput dokumen pemindahbukuan ke Leli Rani
2016 Manajemen Kasus (Case Management)
Selasa, 9 Agustus | Menginput dokumen pemindahbukuan ke Leli Rani
2016 Manajemen Kasus (Case Management)
Rabu, 10 Agustus | Mengantarkan dokumen kepada Kepala Leli Rani
2016 Kantor. Setelah di approve melalui sistem,

melakukan verifikasi setiap permohonan WP

pada sistem Manajemen Kasus (Case

Management)
Kamis, 11 | Membuat dokumen penelitian SKB Leli Rani
Agustus 2016
Jumat, 12 | Membuat backup pemindahbukuan yang Leli Rani
Agustus 2016 diajukan oleh wajib pajak mengenai

pembayaran pajak baik pajak penghasilan

maupun pajak pertambahan nilai (PPN)
Senin, 15 | Konfirmasi NTPN dan mencetak bukti NTPN Leli Rani

Agustus 2016

dari website SIDJP
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Selasa, 16

Agustus 2016

Mencetak Risalah Pemindahbukuan, meminta
tanda tangan Account Representative, dan

Kepala Seksi Waskon 1.

Leli Rani

Rabu, 17 Agustus

2016

LIBUR HUT RI KE 71

Kamis, 18

Agustus 2016

Menginput dokumen pemindahbukuan ke

Manajemen Kasus (Case Management)

Leli Rani

Jumat, 19

Agustus 2016

Menginput dokumen pemindahbukuan ke

Manajemen Kasus (Case Management)

Leli Rani

Senin, 22

Agustus 2016

Melayani WP membuat ID Billing

Leli Rani

Selasa, 23

Agustus 2016

Mengantarkan dokumen kepada Kepala
Kantor. Setelah di approve melalui sistem,
verifikasi setiap permohonan WP pada sistem

Manajemen Kasus (Case Management)

Leli Rani

Rabu, 24 Agustus

2016

Mengantarkan dokumen kepada Kepala
Kantor. Setelah di approve melalui sistem,
verifikasi setiap permohonan WP pada sistem

Manajemen Kasus (Case Management)

Leli Rani
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Kamis, 25 | Membuat backup pemindahbukuan yang Leli Rani
Agustus 2016 diajukan oleh wajib pajak mengenai

pembayaran pajak baik pajak penghasilan

maupun pajak pertambahan nilai (PPN)
Jumat, 26 | Konfirmasi NTPN dan mencetak bukti NTPN Leli Rani
Agustus 2016 dari website SIDJP dan menyatukannya

dengan dokumen-dokumen pemindahbukuan
Senin, 29 | Mencetak Risalah Pemindahbukuan, meminta Leli Rani
Agustus 2016 tanda tangan Account Representative, dan

Kepala Seksi Waskon 1
Selasa, 30 | Membuat dokumen penelitian dan berita Leli Rani
Agustus 2016 acara SKB yang diajukan oleh WP
Rabu, 31 Agustus | Membuat dokumen penelitian dan berita Leli Rani

2016

acara SKB yang diajukan oleh WP
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL
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Daftar Hadir PKL




Daftar Hadir PKL

o E""“x? KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 25
? i UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA :

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 90012008 CERTIFIED

5 Bas & CERTIFICATE NO:
Laman: www.unj.ac.id/fe IASANA3SH0

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama

No. Registrasi

Program Studi ettt S b, bt IO
Tempat Praktik ¥ WPV{'MOAQ\‘GM Tﬂm“l Safv rab
Al Prekeirerp -\ Manape Besac Rago No.5a Jokarts Bardk 150

Telp . (0an) b2945A47

NO | HARIVTANGGAL PARAF KETERANGAN |

]
|
Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesusi kebutuhan
Mohon legalitas dengan i cap | /Perusah
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Daftar Hadir PKL

'6“'\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 422

y 5:“‘! UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
i%«_w\yjf’ FAKULTAS EKONOMI
S Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
2 Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 1S 9001:2008 CERTIFIED
% : Laman: www.unj.ac.id/fe CERTIFICATE NO
Lo DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
.. SKS
Nama i NUW\S“D“‘%““
No. Registrasi - %33 9‘”9@ =
Program Studi ¥ 51Ncum:ntli b e m
1
Tempat Praktik s W? ?mtm(\ﬂ : ‘}ukm . Tﬂm artd Borat G0

Alamat Prakeikrrerp -Jv Motgg0 Besar %aya o 63 Jok

NO HARIVTANGGAL PARAF KETERANGAN ;

1 Senw, G Aguss 206 mm%,

3, Pabu,\'.\ﬁguWSamB A HUT Rl Ke- 3y
5. | Foms, 18 Pgusts 206 i

B Junat , 19 Agushes 2016 5““14’,

o, | Selasa, 23 Pgushus 6 |\l

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon itas dengan bubuhi eap I i/Perusah
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Lampiran 6: Penilaian PKL di Seksi Pelayanan

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakana Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: {021) 4706283
Laman: www.unj.ac id/fe

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

4 | Kemampuan Dasar

5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas

6 | Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil
Keputusan

7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan

8 | Aktivitas dan Kreativitas

9 (K Waktu Penyelesaian Tugas

P

| 10 | Hasil Pekerjaan

PROGRAM SARJANA (S1)
....... SKS
No.Registrasi 4 _8599\3290?:
Program Studi e SR
Torpupaich  : (F POUNG JowaRa awsmsnc Sk
Alamat Praktik/Telp J\Man%ﬂBﬁSﬂrRﬂ‘&ﬂk\Dle PRSI Byl WD
" =
[ NO ASPEK YANG DINILAI [ o bl KETERANGAN
1 Kehadirai; T | 92 | Keterangan Penilaian
e ? gs | Sher Nilsi  Predikat
2 | Kedisiplinan i 30100 A Suigat bulk
3 | Sikap dan Kepribadian .97 1™ B Baik
6069 C Cukup

‘97 35-59 D Kurang
97 htokasi Wakiu Prakik -
35‘ 2 sks : 90-120 jam kerja efektif’

3 sks = 133-175 jam kerja efektif

Nilai Rata-rata :

95| | - B3

10 {sepuluh)

y 38 ____ Nitai AKNir : ‘
(%3 T A ||

Angka bulat E huraf |

| Jumlah
AN R L .

Catatan :
Mehon legalitas dengan memb cap

S0 9001 2068 CERTIFIED
CERTIFICATE NO-
IASINASISH
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Lampiran 7: Penilaian PKL di Seksi Waskon IV
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Lampiran 8: Penilaian PKL di Seksi Waskon I

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 900 2008 CERTIFIED
Laman: www unj.ac.id/fe e e

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)

Nama

No.Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik b S At g B kBl o g

AEeRgr Wwso
Alamat Praktik/Telp j}.‘.&lg‘%a m% No.52 Jgk(lﬂ.ﬂ Bk

NO ASPEK YANG DINILA] 50-100 KETERANGAN
T e R T A ~ [1Keterangan Penilaian : 1
A’ Skor  Nilai Predikat
) edisivli
SR i 1 Sangat baik
3 | Sikap dan Kepribadian A ...... Bl Baik
| 60-69 C Cukup
4 | Kemampuan Dasar A— 55-59 D Kuraing
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas A ..... 2. Alokasi Waktu Praktik :

| 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
6 | Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil A’ i

| 3sks: 135-175 jam kerja efektif

Keputusan
| Nilai Rata-rata :

7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karvawan | .. 4.
8 | Aktivitas don Kreativitas | ... A‘ Sliligine coaseiiin
10 (sepuluh)
9 | Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas A’
10 | Hasil Pekerjnan 'k T Tﬂfi_Akhir" |
y &
|

| Angka bulat huruf

Jumlah

Catatan :

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusabasn



Lampiran 9: Penilaian PKL oleh Sub-bagian Umum

Y R SSESS
% KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 4 el
il £y UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA :
g’»w FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
0‘6 Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 90012008 CERTIFIED
Laman: www.unj.ac.id/fe CHRTIFICATE NO:

Ez-ﬂ;_.‘d
FI’ Ly" At

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (81)

....... SKS
Nama : Nuru‘.Sho\\Fatuﬂ ..............
No.Registrasi L %5551}2‘50% ............................
Program Studi 5 51 A‘Cunmmﬂ ....................

:m fracoma_Jorarts Tomansori Sodv
Pesar Qoyn No.52 Jokarto Bord M50

Tempat Praktik

Alamat Praktik/Telp : w' ll) 6 549' ..............
e ~ SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI 50.100 KETERANGAN
{1 e 33 ot 1.Keterangan Penilaian :
Skor  Nilai Predikat
hnd isinli a IS
2 | Kedisiplinan -9'7 ool 80100 A Sangat baik
3 | Sikap dan Kepribadian 96 ...... G Baik
\% 60-69 C Cukup
4 | Kemampuan Dasar e ennin | 55-59 D Kurang .
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas 9 2.Alokasi Waktu Prakik :
9 Y 2 sks : 90-120 jam kerja efektif

6 | Kemampuan Membaca Situasi dan M ' R B el

e 3 sks : 135-175 jam kerja cfektif
Keputusan
95 Nilai Rata-rata :
7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan

95 TR

8 | Aktivitas don Kreativitas | .2 T L e i

10 (sepuluh)
; gbS
| 9 | Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas | .20 ...
10 | Hasil Pekerjaan %'S SBRLAKh:
9.1 | A
Angka bulat huruf

R S R e e . O

Catatan :

Mohon legalitas dengan i cap i/Per
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Lampiran 10: Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dengan LPAD

Tanggal .

b SN FTy
Y RETES 00

+ 1. langsung
2. melalul pos




Lampiran 11: Penggalian Potensi WP melalui sistem Approweb

T ———EE
foncacian Weipbo 9 e
3 Nmﬂu {Ombﬂ dﬂ.f; {o\a@f ?at A(Fov\\
g T g R pengpalion potensi W  aoolists daka

i ‘\'\OTN\C\\ £ Johua \70750\1 QWO Aedayan 4-(,\6}6' O MO\
Ura\a“ (ﬁana'\ (/S\; ‘\S’\ H\WWUO‘\ ?E\O\?C(O“ (Lu'\ gp(\'\k\-‘ﬂ(}::', W A [ ':M\.[}\

Wie bowe, aobtl Jc fpder Yok Ao Kl WP Open
Kic \& ?0’\9,!‘&\' ,)QY\\Q doo —p Malise @T -lownd ’ B';” )gm& ?o\:u't

(woks)

?ohznﬁ oual =» {000 CW (gem\)a)
Uraton  gonglat (COM)
Qmean!
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Lampiran 12: Surat Himbauan kepada Wajib Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA TAMANSARI SATU

Jalan Mangga Besar No. 52, Jakarta Barat
TELEPON 021-6294547, 6397 3235, 6397431;FAKSIMILE 021-6204548, SITUS http:/iwww.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200

EMAIL : @pajak.go.id
Nomor % S /WPJ.05/KP.03/2016 2016
Sifat : Sangat segera
Perihal . Klarifikasi Data dan/atau Himbauan Pembetulan SPT

Tahunan PPH badan dan SPT PPN Masa tahun 2015

Yth. Dir.Pimpinan PT ABRAHAM NIAGINDO

NPWP 02.566.847.6-032.000

JI. Mangga Besar IX Blok D No. 70 Taman Loka Indah RT 005/002
Tamansari Jakarta Barat Dki Jakarta - 11170

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan
selama ini.
Berdasarkan data administrasi dan penelitian atas data-data yang ada pada kami, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Waijib Pajak wajib mengisi dan
menyampaikan ~Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya.

2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan
pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
belum memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan
pajak.

3. Waijib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan
sanksi sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.

4. Dihimbau kepada Saudara untuk melakukan pembayaran dan pembetulan SPT
Tahunan PPh Badan 2015 dan SPT PPN Masa Tahun 2015.




Dari uraian diatas , diminta agar xxxxx memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta
bukti pendukung atas data dan/atau keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis
paling lama 14 ( empat belas ) hari setelah tanggal surat ini disampaikan.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa
khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.03/2014 tentang persyaratan serta Pelaksanaan hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan f/informasi lebih lanjut atau memberikan
klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi :

Nama : Sugeng Priyadi/ Arfan Rakhimmawan
NIP : 197111141997031007/197501181995111001
Telepon . 021-6294547 Ext., 407

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat
dihargai.
Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Noor Fais
NIP196606011993101001

KP : KP.03/KP.0310
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Lampiran 14: Risalah Pemindahbukuan

NTE KEUANGAN REPUBLIK INDON
- RDC‘A“N!KTOEAT JENDERAL PAJAK ESA
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSAR) SATU
LN MANG0A SESAR RAYANO 52 JANARTARARAT 11180
ey m%m KELUMAN uu\:::.u 021) 800200 ieg0id

URAIAN PENELITIAN PEMINDAHBUKUAN
No. RIS- 1008 /WPJ.05/KP.0307/2016

Tanggal : 20 Juli 2016
I. IDENTITAS
a. Nama Wajib Pajak : PT TRI MEGAH MAKMUR
b. NPWP : 02.566.536.5-032.000
c. Alamat : JILKebon Jeruk Ill No.97, Tamansari Tamansari Jakarta
Barat DKI Jakarta - 11150

ll. SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK
a. Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama PT TRI MEGAH MAKMUR 022/TMT-
JKT/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016, yang diterima KPP pada tanggal 23 Juni 2016,

perihal Permohonan Pemindahbukuan.
b.  Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Akun Pajak 411126-100, Masa Pajak
Desember 2015 atas nama Wajib Pajak PT TRI MEGAH MAKMUR, NPWP
02.566.536.5-032.000 sebesar Rp.1.433.300,- Nomor Ketetapan - dibayarkan

tanggal 26 Januari 2016

lll. Ketentuan Yang Berlaku
a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Februari
1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui

Pemindahbukuan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007 Tentang Pelaksanaan

Modul Penerimaan Negara;
¢. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 26/P.J.9/1991 tanggal 25 Februari
1991 tentang Pet indahbukuan (PBk).
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Lampiran 15: Konfirmasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara

a) Bagi pembayaran yang ada dalam daftar NTPN

DATA WAJIB PAJAK v  DATA PENERIMAAN w  DATA UNIT KERJA v

APLIKASI ONLINE w  APLIKASI KONFIRMASI w  PENGAWASAN w DATA PIHAK KETIGA +

O T T P o

Persandingan Data Faktur
PKPM

Konfirmasi Pembayaran SKP
MPN

Penyandingan Bukti Potong
pph 23

Data Bukti Potong - Data

Lavan

DATAUNITKERJA w  APLIKASI ONLINE w

DATA WAJIB PAJAK w  DATA PENERINAAN v

Keafirmasi[MPN DR | Isikan NTPN staa 14 Billing atau No SP s 016030055393151

ndingan Data Falktur

024197147-032.000
6515 125EFM7NCIQY

S - JL.MANGGA BESAR RAYA NO 488, JAKARTA BARAT

PPh Psl 25/29 Badan-Masa / Angsur

0O0000000000000

||

|MASA PEMBAYARAN 02022016
!’_—_7777 | £ Y T T e OR/01 F
ITANGGAL BAYAR 08/03/16

llumMLAH BAYAR 571700

BANK/POS PEM

CABANG DANK/POS

'KODE KANTOR PBB

IJKODE KANTOR PRATAMA

;ISTATI.IS DATA j Data MPN G2
Im BILLING a 016030055393151
‘[mwccm REKON !

L|KPP ADMINISTRAST 032
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b) Jika pembayaran tidak terdapat dalam NTPN

ABLIKAS BORTAL BP

DATA PIHAK KETIGA «

NERIMAAN w DATAUNITKERJA w APLIKASI ONLINE w APLIKASI KONFIRMASI v PENGAWASAN w

Konfirmasi NTPN MPN/SPM/MP3
[ can |

Lanjut Hasil Konfirm  Data SPM
Tdk Diakui
ERNEEED

Tabelanis MPN
| PBB Belum Terdistribusi

MPN Penagihan

Pemindah

ASI v PENGAWASAN v  DATA PIHAK KETIGA +

i .‘,IT ¥ “ f i
032 KPP PRATANA JAKARTA TAMANSAR] SATU w11 V]

sudsh TAHUN BAYAR dan TAHUN PAJAK
TGL
PTMSP| JUMLAH | KDBANK|
BAYAR
TRITUNGGAL SAWAH BESAR AREA 09 4112111100 0006110212091512/06062016{| 20160711 1,509,818{/0128 (0128 - BPD NTB - BED§

Iumnmmosn. IPASAR SAWAH BESAR AREA (9 411124/[100 09120114111,

slmnlL\mummnmm L MANGGA BESAR. VIIINO 618 RT. 010 RW 001
|

1317521482-032.000| CIPTASARANA INTI PRATAMA L MANGGA BESAR. VIII NO 618 RT. 010 RW 001 411212/ 100 ‘ 1115091012000515 (07072016 mwmu! 26,211[,000‘ 0008
| ||Takarta -
S il | | |

20160711 301,964 0128 0128 - BFD NTB - BFD N

10008 - Bank Mandiri - Ma
411123(100 111509101

=

16/ 20160711/ 19,681,000(|0008
akarta -

0008 - Bank Mandin - May

jkunmum’ SAPUTRA H.,KEBONJERUK!GINO“BRIONR\!LJAKARTABARAT ‘4]112! m‘ 32!237IKTOUSSKBO:MZOIS‘

20160711! 600,000/{0008 |0005 - BANK MANDIRI-
|

jhlmmmlbumm JLMANGGABESARRAYAND59~C,TANGI(IJAKAR]‘A!ARAT1J411124‘lﬂll NAE}OUECSEDRZW”OEGSIUIG‘ ZOIGO?lIi' 20,254'3023

‘3023 - BANK UOB BUAY

" | J
jl?”l‘!l.-ﬂ!lm‘ IKANTOR KELURAHAN TAMANSARI ‘ L. MANGGA BESAR IV NO 7, TAMANSARIJAKARTA BARAT ‘ 411121){100 ‘ S2FBEIHKFI609BV| 'ﬂwﬂﬂlﬂ’ 20160711
| I

1,200,000/ 4111 HJ.III-BPDIJIC[—MPNG

ij‘Mllm-mmTJAﬂYA "PLAZA PINANGSIA LT 1 NO.16, MANGGA B JAKARTA BARAT uuzslw AA9SB40EDKIQLTBG ’@OIGJ 20160711 453,000 /0000 10000 -PO§ II:J’DONHTA
jklmsm-m 000|[[DEFAB CIPTA IIL MANGGA BESAR RAYA N0.59.C, TANGKI JAKARTA EARAT! 411128403 | 5F44CODEDEQ'ABO9V‘M 20160711 ’_103,5116‘ 3023 13023 - BANK UOB BUAN
lﬂummwz,m ISOENARDI WANDOJO ‘JT. KEBON JERUK IIV75, MAPHAR JAKARTA BARAT 411128 1420 “ 11360383VUU40GEP ’M 20160711 ' 290,000“0009 {0009 - BANK NEGARA D
71ﬂ|(ﬂ“‘lll!0)1 000 |YAN]T LIMAN ’PLAZA PINANGSIALT 2 NO. 9, MANGGA JAKARTA BARAT ‘Jll 1281420 | 161940EOVQNLCBG 106062016 | 20160711 472,000 Jooan |0000 - POS NDC‘INESL;—
Aﬂﬂl‘nﬁﬂﬂ}lvﬂll 000 Jnmw SARANA AIRCON ’JL.TMIAN SARIRAYA NO 66 LT4, TMIANJAKARTA‘BARAT 141 IIN“ 104 | ACCEDDO?PO?QEGDMM; 20160711 DE,USS; 3014 |!N4 -BANK m:
hl’!’“m!l-oﬂ 000 IBERKAI SARANA AIRCON ’ll. TAMAN SARI RAYA NO,66 LT4, TAMAN JAKARTA BARAT 411126 IIDO CTDACO0TUDTSQSM 06062016 ZOIGO’II_FGJS,WI 3014 |)ﬂ 14 BANK CENTRAL |
'i“lom%lwn 0 IBAKDEL RETAIL INDONESIA ’ILKEBON JERUK IV NO.3 JAKARTA BARAT "ﬂlm Il'N [ ?FﬁliﬂOCPTSPH-D(?MlMMEOlG 10160711” 50,000|3014 ”1014 vBANKCBﬂR;U
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Lampiran 16: Input Manajemen K

H et Responsibility [«
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Program Ubah Pencarian Blok Record Field Window Eertolongan

‘&ﬂlﬁlw@m (G RT « ) » ;;a;,amlv

Jenis Pajak |

Tahun Pajak ,—¥
Kode MAP

Nilai Sisa Ketetapan (

Masa Pajak

Kode Jenis Pajak KKode Jenis Setoran

NTPN | B

Keterangan ’_

Kepada
NPWP1S |

i [ Pilih Ketetapan Kurang Bayar
L

Pastikan Ketetapan Kurang Bayar

Marna Wajib Pajak f

Alamnat | T
Normor Produk Hukum | Nilal 8isa Ketetapan ‘
Jenis Pajak f Tahun Pajak ;
Kode MeP | Wasa Pajak |
Kode Jenis Pajak \[ Kode Jenis Setoran [ Keterangan e

B sudah DIKONFIRMASI
- terlebih dahulu

‘ Kitim Ke Management Kasus

Cara Pengisian:
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Udah DIKONFIRMAS]
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Lampiran 17: Verifikasi pada Manajemen Kasus

SI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
AJEMEN KASUS

: i, SE
KPP : 032 - PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU

PBK
Verifikasi Dokumen PBK
Pemindahbukuan KPP

TGLKASUS Howp

032-160804-0000017-7

04/08/2016

‘nz.nnl 925.3-032.000

-160804-0000015-7

04/08/2016 [02.001,925.3-032.000

| SINAR FITTINDO

-8

032-160804-0000021-7
032-160804-0000022-P
032-160804-0000023-P
032-160804-0000024-P
032-160804-0000025-P
032-160804-0000026-P

04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016

Tl [* ==~

1

04/08/2016
T TET e
8008 ... G e

Oaftar Dokumen yang akan dibuat :
1. PEMINDAHBUKUAN

AASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

19 [032-160804-0000027-p e .

LYADI GUNAWAN

RIANDA PUTRA PRATAMA

\
\
I e

032-160804-0000017-P NPwP
Pemindahbukuan KPP

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Masa Pajak

Jenis Pajak
KLU

STATUS

02.001.925.3-032.000
SINAR FITTINDO

HWI LINDETEVES A.L00.0K5.006
2015-12

16-PPh Pasal 25/29 Badan

46509-PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN -NW"',T

PEMINDAHBUKUAN BELUM DIBUAT

Dokumen belum ada

(i

WEOUST ) ( sunmasus ) (umoAD/DOWNORD ) (| MWATAT PNGALMAN TUGAS ) (v axTias |

sy



I

s
- HWI LINDETEVES A.L00.DKS.006 TAMANSA

" RI JAKARTA
- BARAT DKI JAKARTA - 11180
102.001.925.3-032,000
PPh Pasal 25/29 Badan
Nopember 2015

411126
100
| 11 Desember 2015
11 Desember 2016
| IDR
13.344.130,00
tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus
tiga puluh rupiah
lembar
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([ ypmrwasi ) SIMPAN (xemma )

DISETUIUL

SINAR FITTINDO
| HWI LINDETEVES A.L00.DKS.006

i 2015-12
16-PPh Pasal 25/29 Badan
KLU 46599-PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

PBK-NK : Preview

| -
(Cawousr ) () (Cmosrommion ) (e ) (s )

i |

Anda yakin mau di simpan?
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Lampiran 18: Membuat ID Billing untuk Wajib Pajak

SIDJP-NINE

Layanan Elektronik Ma_ndiﬁ

Billing

@ Petunjuk

e ——————

- Isikan NPWP yang sesuai |
. Data Wajlh Pajak dltampllkan ketlka NF‘W’
. Pilih Jenis Pajak yang akan Am:ta bayar L
. Pilih Jenis Setoran yang 5&sual o
. Jika Anda memmh Jenis setoran tahunan masﬂ pajak: akan tens
otomatis masa januari =.d desember dsan Amia T!DAF{ EIIAMT

. mengubﬂhnya
Jika Anda memmh jenis setoran masa, I}Iilh masa pajﬁk yﬂng

sesual
Untuk Jems F‘a]ﬂk dan Jenis Setoran tertantu Andﬂ dapat i

membuat kode Ehllmg untuk NPYWP lainnya |

. Jika Pihak Lain vang Anda buatkan kode billing tidak memlllkn
NPWR, Masukkan MNBEWP dengan isian angka nol (0) sebanyak B
dlgft Kode KPP dan Kode Cabang “DDD'* ' | il

8. Pilih Tahun F’ﬂjﬂk yang sesuai
Jika Anda akﬁn mefﬂkukan pembayaran Pajak ﬂtas Surﬂt

'Taglhﬁn Pajﬂk atau Surat I{etetapan Pajak, masukkan Nemor SK

| vang Anda tﬁfi‘lmﬁ
Untuk Pa]ak Bumi dan Bﬂngunﬁn Eekton P3 dan Jenis Pajak Iam .

i
. tert&ntu lmkﬂn Nnmm Ohjak Pa;ak (NOP) wang sesuai

i b lmlasuk.kan jumiﬂh setman yang akan Anda bayarkan | ll
"’--._-_“.Klr& -mbol “Buat Kud& Bllllng” untuh proses pembuatan kede |

Lo lme:hasnl a!ﬁm dltampllkan rmghaaﬂn mfmmasl
':’:;LII'EI ‘%urat Elekhemk heaerta kmﬂa !:xlllmg dan masa bmlakunya
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Lampiran 19: Membuat Dokumen Penelitian SKB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU
JI. Mangga Besar Raya No.52
Jakarta

URAIAN PENELITIAN
TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Nomor UP-262/WPJ.05/KP.0307/2016
Tanggal 11 Agustus 2016

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :  HENRY WIDJAYA
NPWP :  24.006.855.1-032.000
Alamat : JALAN MANGGA BESAR IX NO 2 BC

TANGKI, TAMANSARI
JAKARTA BARAT

DASAR HUKUM

1 i

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Waijib Pajak yang Memiliki Peredaran Sruto Tertentu;

. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan

dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai
Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tanggal 2 September 2013

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014

tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Menmiliki Peredaran Bruto Tertentu.

URAIAN PENELITIAN
A. Penelitian Formal

i

Surat Permohonan Wajib Pajak (WP) tanpa nomor, tanggal 18 Juli 2016 hal Permohonan
Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, yang
diterima KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu tanggal 8 Agustus 2016 dengan LPAD nomor
PEM:01003610\032\aug\2016 dan diterima di Seksi Waskon | tanggal 8 Agustus 2016 dengan
agenda nomor 2080.

. Dalam permohonannya, WP melampirkan:

a. fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015;

b. dokumen pendukung transaksi berupa rekapitulasi tagihan catering kepada Honda
Autoland, tanpa nomor, untuk periode bulan Mei 2016.

Page 10f 4

77



3. Penelitian dilakukan berdasar ketentuan dan syarat pengajuan permohonan Surat Keterangan
Bebas (SKB) Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-32/PJ/2013 sebagai berikut.

Hasil Penelitian

tanggal 18 Juli 2016)

Syarat & Ketentuan PR Tidak
Ya (Surat
Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Permohonan SKB,
Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan. tanpa nomor,

WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 5 - gvpi::.l-.agp'r
Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, 'I?:::na%aPPh op
untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak sebelum :

g 2015; Permohonan
Tahun Pajak diajukannya SKB. SKB 2016)

Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani
WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa
peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh
termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final

Tidak Perlu, karena
WP telah terdaftar

Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi.

disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sejak tahun 2006
s.d. bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang (n?muq :VP
terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan sy keon
Tahun Pajak saat diajukannya SKB.
Ya (Rekapitulasi
tagihan catering
kepada Honda
Autoland oleh Biak

Catering, tanpa
nomor, untuk
Periode bulan Mei
2016)

Ditandatangani oleh WP atau Kuasa WP (Surat Kuasa
Khusus Pasal 32 UU KUP).

Ya (oleh WP)

Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan
dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal
22 impor, dan/atau Pasal 23.

Ya (Permohonan ini
untuk SKB pot/put
PPh Pasal 23)

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa WP telah memenuhi ketentuan dan

persyaratan secara formal.

B. Penelitian Material

1. WP mengajukan permohonan SKB dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23
dengan alasan telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

2. Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 antara lain diatur sebagai berikut.

a. Pasal 2 ayat (1) :

"Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran

bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final."
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b. Pasal 2 ayat (2) :
WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) WP orang pribadi atau WP badan tidak termasuk BUT; dan
b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,-
(empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
c. Pasal 2 ayat (4) :
Tidak termasuk WP badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. WP badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. WP badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial
memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus
juta rupiah).
d. Pasal 3 ayat (1) :
Besarnya tarif PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1%
(satu persen).
e. Pasal 3 ayat (2):
Pengenaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto
dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang
bersangkutan.
f. Pasal 4 ayat (1):
DPP yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
g. Pasal 4 ayat (2) :
PPh terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dikalikan dengan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
h. Pasal 11:
Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2013.

. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 antara lain diatur sebagai berikut.

a. Pasal 3ayat (2):
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,- ditentukan berdasarkan peredaran
bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final;
d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

b. Pasal 6 ayat (1):
Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang telah dikenai PPh bersifat
final yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya waijib
dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan
dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.

. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tangal 25 September 2013
tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi
Waijib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, diatur sebagai berikut.
a. Pasal 2
"Waijib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat mengajukan
permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang
tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak".
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b. Pasal 3

(1) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak
melalui Surat Keterangan Bebas.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Berdasarkan hasil penelitian:
a. WP terdaftar tanggal 23 Juli 2015.
b. KLU WP: 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya. Kegiatan
usaha Wajib Pajak adalah menjual alat2 tehnik cutting .

¢. WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 pada tanggal 15 April
2016 dengan jumlah peredaran bruto sebesar Rp308.793.000,- (tidak melebihi
Rp4.800.000.000,-).

Dengan demikian, WP telah memenuhi kriteria WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang

dikenai PPh bersifat final sebesar 1% dari omset setiap bulan.

IV.  KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian formal, pengajuan permohonan SKB Pemotongan dan/atau
Pemungutan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu oleh
WP a.n. HENRY WIDJAYA untuk tahun pajak 2016 telah memenuhi ketentuan dan
persyaratan formal.

b. Berdasarkan hasil peneliian material, WP telah memenuhi kriteria sebagai WP yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu WP yang dikenai PPh yang bersifat final
berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan demikian WP a.n. HENRY WIDJAYA
dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh
vang tidak bersifat final untuk tahun pajak 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013.

2 Usul
Berdasarkan uraian tersebut di atas diusulkan agar menerima permohonan Wajib Pajak
HENRY WIDJAYA/NPWP 24.006.855.1-032.000 untuk diberikan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh
berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 untuk tahun pajak 2016.

Menelaah Peneliti

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi | Account Representative

Yudith Asido Sinurat Leli Rani

NIP 197305151998031002 NIP 197101141992032001
Menyetujui,

Kepala Kantor

Noor Fais
NIP 196606011993101001
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Lampiran 22: Peta Wilayah KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu




DAFTAR SINGKATAN

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations

AR = Account Representative

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS = Bukti Penerimaan Surat

DJP = Direktorat Jenderal Pajak

Karikpa = Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

KPP = Kantor Pelayanan Pajak

KPPBB = Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
LPAD = Lembar Pengawasan Arus Dokumen

MEA = Masyarakat Ekonomi ASEAN

MPN = Modul Penerimaan Negara

NPPKP = Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak

NTPN = Nomor Transaksi Penerimaan Negara

PBK = Pemindahbukuan

PDI = Seksi Pengolahan Data dan Informasi

PPh = Pajak Penghasilan

PPN = Pajak Pertambahan Nilai

PPnBM = Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah
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SDM

SIDJP

SKB

SKP

SMA

SSP

SPT

TPT

Waskon

WP

= Sumber Daya Manusia

= Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
= Surat Keterangan Bebas

= Surat Ketetapan Pajak

= Sekolah Menengah Atas

= Surat Setoran Pajak

= Surat Pemberitahuan Tahunan

= Tempat Pelayanan Terpadu

= Seksi Pengawasan dan Konsultasi

= Wajib Pajak
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